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ABSTRAK 
Aspriah Arsyad ( B11111038 ) Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi 
kasus di kota makassar pada tahun 2012 s/d 2014). Di bawah bimbingan 
oleh Prof.Dr.H.M.Said Karim.SH.MH.M.Si sebagai pembimbing I dan 
Hj.Haeranah SH.MH, sebagai pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan pemalsuan ijazah dalam 
Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar, dan untuk mengetahui sejauh 
manakah upaya penanggulangan hukum pidana mengatasi tindak pidana 
pemalsuan ijazah. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-februari 2015 di dua 
tempat yang berbeda, yakni Polrestabes Makassar dan Badan Kepegawaian 
Daerah, dengan mengambil data-data yang terkait dengan masalah yang 
dibahas. Disamping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan 
menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan, serta 
penulis juga melakukan wawancara terhadap sindikat-sindikat yang 
bersangkutan. 
Hasil penelitian ini menyimpulkam, bahwa : 1. Faktor-faktor terjadinya 
tindak pidana kejahatan pemalsuan ijazah di indonesia disebabkan oleh faktor 
ekonomi dan faktor lemahnya administrasi pendidikan, yang mengakibatkan 
terjadinya suatu tindak pidana pemalsuan ijazah di masyaraka,  yang dapat 
membawa dampak negatif bagi perekonomian dan bagi penerus bangsa 
sendiri. 2. Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap tindak pidana 
pemalsuan ijazah, yang dikarenakan lemahnya sistem/administrasi pendidikan 
dalam mengatasi pemasaran produk palsu di lapangan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
  Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan 
kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan 
dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam 
masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika 
perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum 
pidana KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana 
lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi 
terjaminnya kepastian hukum.1 
Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan 
masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan berasal dari kata 
palsu yang berarti perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang 
lain baik diri sendiri maupun orang lain, palsu dan sebagainya dengan 
maksud untuk menyesatkan,mengakali atau mencari keuntungan. 
Pemalsuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga 
termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. 
                                                          
1
 Musdalifa R,2013,Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah 
Palsu,Sarjana,Fak.Hukum,unhas,Hal 1 
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Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini 
adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan 
akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal 
perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan 
kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk 
mempertahankan status diri. Namun hal itu dilakukan tanpa berfikir secara 
matang yang dapat merugikan diri sendiri.2 
Adapun salah satu fenomena tersebut adalah masalah pendidikan. 
Masalah pendidikan merupakan masalah yang kompleks karena yang 
terlibat di dalamnya tidak hanya guru dan murid namun lembaga yang 
menaungi pendidikan tersebut dan pemerintah. 
Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang 
cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat, 
dikarenakan di era modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat 
yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah melakukan 
suatu tindak pidana pemalsuan atau penipuan. 
Kenyataannya sekarang kecurangan dalam dunia pendidikan sudah 
menjadi penyakit akhlak yang belum ada obatnnya,dan itu semua sudah 
menjangkit di semua jenjang pendidikan. Tidak hanya para peserta didik, 
                                                          
2
 Ibid.Hal.1 
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namun para guru dan pegawai pun tak luput dari perbuatan curang dalam 
dunia pendidikan. Ada pula gelar atau ijazah pendidikan yang dipalsukan 
hanya untuk bisa menjadi pejabat atau untuk melamar kerja. 
Fenomena mengenai ijazah palsu atau membeli gelar sangat menarik 
untuk dicermati. Dalam penyalahgunaan ijazah, bukan hanya dilakukan oleh 
orang-orang biasa, namun  di kalangan pejabat publik pun merupakan hal 
yang biasa. Adapun juga yang membeli gelar pendidikan semata-mata agar 
dihormati ataupun untuk mendapat pujian, karena dengan gelar banyak 
yang melekat di namanya maka orang lain akan menganggapnya orang 
yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan cerdas. 
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pemalsuan ijazah ini 
masuk kedalam pemalsuan surat yaitu Pasal 263 KUHP yang 
mengatur/menentukan : 
1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang 
dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) 
atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan 
sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan 
menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat 
itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau 
mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian 
4 
 
dihukum karena pemalsuan surat,dengan hukuman penjara 
selama-lamanya enam tahun. 
2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan 
sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-
olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakannya 
dapat mendatangkan sesuatu kerugian. 3 
 Pemalsuan Ijazah merupakan delik materil yaitu apabila suatu delik 
tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat 
menimbulkan kerugian atas pemakaiannya serta dapat di ancam pidana. 
Sebagaimana contoh kasus pemalsuan ijazah dapat kita lihat pada 
kasus yang pernah terjadi di Makassar yaitu seorang Pegawai Negeri Sipil ( 
PNS )  diamankan polisi karena menggunakan ijazah palsu saat ingin 
melegalisir di kampus Universitas 45 Makassar, Senin (27/10/2014). 
Baharuddin (46), warga Dusun Sidomukti,Saloadak,Kecamatan 
Tobadak,Mamuju,Sulbar ini yang bertugas sebagai penyuluh pertanian 
menjalani pemeriksaan di Markas Polrestabes Makassar. Dia diamankan 
dari kampus Universitas 45. Dan sampai saat ini kasus tersebut masih 
tahap penyidikan sampai saat ini. 
                                                          
3
 R.Soesilo,1995,KUHP,Hal 195 
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Saat ditemui di ruang SPKT Polrestabes, Baharuddin, yang bekerja 
sejak tahun 90-an mengaku  menjadi PNS pada tahun 2007 lalu. Ijazah 
sarjananya dia peroleh dari seorang guru Siti Nurbaya tanpa melalui proses 
perkuliahan. 
“Saya bayar Rp.6 juta ke ibu Siti Nurbaya. Dia yang tawari saya dan 
dia munculkan ijazah itu. Ijazah ini saya tidak tahu palsu sejak saya terima 
tahun 2007 lalu. Baru saya tahu ini palsu saat saya mau legalisir di 
Unversitas 45. Saya mau pakai ijazah sarjana ini untuk penyesuaian 
golongan.”akunya.4 
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian, 
dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggunaan 
Ijazah Palsu Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kota Makassar 
pada tahun 2012 s/d 2014)” 
B.  Rumusan Masalah 
       Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 
yang timbul adalah sebagai berikut : 
1. Apakah yang menjadi faktor-fakor penyebab terjadinya 
penyalahgunaan kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh PNS 
(Pegawai Negeri Sipil) ? 
                                                          
4
  http://makassar.tribunnews.com/2014/10/29/bayar-6-juta-tak-perlu-kuliah-ijazah-sarjana-pun-
didapat. 
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2. Bagaimanakah upaya penanggulangan penyalahgunaan kejahatan 
penggunaan ijazah palsu oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil)  ? 
 
 
C. Tujuan Penulisan  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor-fakor penyebab terjadinya penyalahgunaan 
kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil). 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan penyalahgunaan kejahatan 
penggunaan ijazah palsu oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil). 
D. Kegunaan Penulisan 
1. Sebagai salah satu bahan informasi bagi masyarakat mengenai ilmu 
pengetahuan khususnya dalam hal ilmu hukum pidana bagi pelaku 
tindak pidana penyalahgunaan pemalsuan ijazah. 
2. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam 
menangani perkara terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan 
pemalsuan ijazah. 
 
 
 
 
7 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari 
aspek,nama kriminologi pertama kali di kemukakan oleh PT.Topinard (1830-
1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologis terdiri dari dua suku 
kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu 
tentang kejahatan,serta merupakan ilmu pembantu Hukum Pidana. 
Beberapa para ahli  mengemukakan definisi dari kriminologi sebagai 
berikut : 
1. Edwin H.Sutherland : kriminologi adalah kumpulan pengetahuan 
yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebgai gejala 
sosial 
2. W.A.Bonger : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.  
3. G.Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya 
kejahatan dan penjahat. 
4. WME.Noach : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
menyelidiki  gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak 
senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.5 
  Dalam Kriminologi, hubungan sebab akibat di cari setelah hubungan 
sebab akibat dalam hukum pidana terbukti, artinya apabila hubungan sebab 
akibat dalam hukum pidana terbukti, maka hubungan sebab akibat dalam 
                                                          
5
 A.S.Alam,2010,Pengantar Kriminologis,Hal 1 
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kriminologi dapat dicari, yakni dengan mencari jawaban atas pertanyaan : 
mengapa seseorang melakukan kejahatan? Usaha untuk mengetahui 
kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab akibat ini dapat juga 
disebut sebagai Etiologi Kriminal.6   
Objek Kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si 
penjahat) itu sendiri. Adapun tujuannya agar menjadi mengerti apa sebab-
sebabnya sehingga sampai bebuat jahat itu. Apakah memang karena 
bakatnya adalah jahat, ataukah di dorong oleh keadaan masyarakat di 
sekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada 
sebab-sebab lain. Jika sebab-sebab itu sudah di ketahui, maka disamping 
pemindahan, dapat di adakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi 
tidak lagi bebuat demikian, atau agar orang-orang lain tidak akan 
melakukannya.7 
Dalam obyek kriminologi mencakup tiga hal yaitu perbuatan,kejahatan 
dan reaksi masyarakat terhadap keduannya. Adapun obyek dari ketiganya 
seperti penjahat yang merupakan perbuatan yang disebut sebagai 
kejahatan serta pelaku kejahatan ,dan kejahatan dan reaksi masyarakat 
merupakan perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan,harus 
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 Yesmil Anwar Adang,2010,Kriminologi,P.T.Refika Aditama,Bandung,Hal 39 
7
 Moeljatno,2009,Asas-Asas Hukum Pidana, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 14 
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dijelaskan dengan melihat pada kondisi struktural yang ada dalam 
masyarakat serta dilihat dari perbuatan maupun terhadap pelakunya.8 
Cara yang dipakai untuk penyelidikan sebab-sebab kejahatan  di sebut 
Statistik Kriminil , yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistimatis dari 
luas kejahatan yang berubah-ubah dan dilihat dalam keseluruhannya dalam 
macam ragamnya serta perbandingannya dengan gejala-gejala masyarakat 
yang lainnya. 
Tujuan penyelidikan itu ialah untuk memperoleh pengetahuan tentang alat-
alat yang berdasarkan ilmu pengetahuan guna membasmi kejahatan 
(criminele politic). 
 Criminele aetiologie, criminele statistiek dan criminele politiek 
seluruhnya merupakan kriminologi. 
 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Kriminologi mempunyai ruang lingkup pembahasan mencakup tiga hal 
pokok, yakni :9 
a.  Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws) 
b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws), dan 
                                                          
8
 Bosu,1974, Sendi-sendi kriminologi, PT.Usaha nasional, Semarang, hal  16 
9
 A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Refleksi, Makassar,2010, hal.2 
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c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking 
of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada 
pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi 
terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan (criminal prevention).  
 
 
   Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin 
tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula 
pelanggaran. Sering disebut bahawa kejahatan merupakan bayangan 
peradaban (crime is shadow of civilization) kejahatan adalah bayangan 
peradaban.10 
  Kejahatan membawa penderitaan/nestapa dan kesengsaraan, 
mencucurkan darah dan air mata. Sehingga kelak kejahatan-kejahatan dan 
fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat teratasi 
solusinya. 
  Kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-
undangan baru (proses kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya 
kejahatan (etiologi criminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya 
pencegahan terjadinya kejahatan (criminal prevetion). 
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 Ibid. hal. 15 
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   Pada umumnya sekarang orang menganggap bahwa dengan adanya 
kriminologi di samping ilmu hukum pidana pengetahuan kejahtan menjadi 
lebih luas. Karena dengan demikian orang lalu mendapat pengertian baik 
tentang penggunaan hukumnya terhadap kejahatan maupun tentang 
pengertiannya mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara 
pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan afanya kejahatan dan 
bahgaimana menghadapinya untuk kebaikan masyarakat dan penjahatnnya 
itu sendiri. 
B. Kejahatan 
  Pada umumnya kejahatan merupakan suatu perilaku atau perbuatan   
yang dilakukan dengan kesadaran sepenuhnya atas suatu perbuatannya 
baik buruknya suatu perbuatan apabila melanggar hukum maka perbuatan 
tersebut dapat dikatakan suatu perbuatan kejahatan. 
Berikut adalah rumusan kejahatan dari berbagai ahli kriminologi: 
1. Sue Titus Reid : Kejahatan adalah tindakan sengaja (Omissi) 
dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena 
pikirannya,melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan 
dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat 
juga dikatakan sebagai kejahatan,jika terdapat suatu kewajiban 
hukum untuk bertindak dalam kasus tersebut. Di samping itu pula 
harus ada niat jahat ( criminal intent/means rea) 
2. Sutherland : Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara 
karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman 
sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.11 
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KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua, bahwa 
kejahatan merupakan rechtsdelict atau delik hukum . Delik hukum yang 
dirasakan melanggar rasa keadilan , misalnya perbuatan pembunuhan, 
melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Golongan inilah dalam bahasa 
inggris disebut felony. Ancama pidana pada golongan ini adalah pidana mati, 
penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara. 
Kejahatan dilihat dari sudut pandang legal di artikan  sebagai suatu 
perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku 
di masyarakat . Pada hakikatnya, suatu perbutan yang melanggar hukum 
pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam masyarakat yang 
bersangkutan.12  
Kejahatan yang dilakukan dengan memalsukan surat ataupun 
semacamnya merupakan perbuatan yang menyimpang serta melanggar 
hukum dan nilai-nilai kesusilaan, yang dapat merugikan negara dan menipu 
suatu instansi pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan 
orang lain tetap merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena 
telah dijelaskan bahwa segala perbuatan baik ataupun buruknya apabila 
melanggar aturan hukum yang telah diatur maka perbuatan tersebut 
dikatakan suatu kejahatan. Dari kejahatan tersebut akan dikenakan sanksi 
pidana selama-lamanya enam tahun penajara. 
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 Adami Chazawi, 2011,Percobaan dan penyertaan, PT.RajaGrafindo Persada,Jakarta,hal 6 
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Menurut aliran kriminologi klasik, tidaklah perlu dicari sebab-sebab 
kejahatan, karena setiap perbuatan yang dilakukan seseorang berdasarkan 
pertimbangan yang sadar yang telah diperhitungkan untung ruginya. Apabila 
ia berhasil atas perbuatannya maka ia untung, tetapi apabila ia gagal dan 
terkena hukuman. 
Aliran klasik, menyebut ajarannya sebagai “Hedonistic psychology” 
bahwa manusia mengatur tingkah lakunya atas dasar pertimbangan suka 
duka,suka diperoleh dari tindakan tertentu di bandingkan dengan duka yang 
diperoleh dari tindakan yang sama, si penindik (pelaku kejahatan) 
diperkirakan bertindak bebas dan menentukan pilihannya berdasarkan 
perhitungan hedonistis saja 
Pengertian kejahatan (crime) sangatlah beragam, tidak ada definisi 
baku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara 
komprejensif. Ada yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek 
yuridis, sosiologis, maupun kriminologis.13 
Munculnya perbedaan dalam mengartikan kejahatan akan sangat 
beragam, di samping tentunya perumusan kejahatan akan sangat 
dipengaruhi oleh jenis kejahatan yang akan dirumuskan. Sebagai contoh 
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 Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma 
dan Realita,P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 55-57 
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pengertian kejahatan korporasi (corporate crime), jenis kejahatan ini acapkali 
digunakan dalam perbagi konteks dan penamaan.  
Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang 
bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu 
perbutan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling 
tidak disukai oleh rakyat. 
 
1. Kejahatan Yuridis  
Suherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah 
perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang 
merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan 
hukuman sebagai upayanya. 
Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan 
yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum 
pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat 
merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus 
oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan aturan dalam hukum 
pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu 
kejahatan yang diawali oleh para pembentuk undang-undang pidana. 
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Alasan diterimanya definisi yuridis tentang kejahatan ini oleh Hasskel  
dan Yablonsky adalah :14 
1 . Statistik kejahatan berasal dari pelanggara-pelanggaran hukum yang 
diketahui oleh polisi, yang di pertegas dalam catatan-catatan penahanan dan 
peradilan serta data-data yang diperoleh dari penahanan orang-orang yang 
berada dari dalam penjara atau peroleh. Perilaku yang tidak normatif serta 
perilaku anti-sosial yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi 
bagian catatan apapun. 
2. Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud perilaku 
anti-sosial. 
3. Tidak ada kesepakatan umum mengenai norma-norma yang 
pelanggarnya merupakan perilaku non normatif dengan suatu sifat 
kejahatan ( kecuali bagi hukuman pidana ) 
4. Hukum menyediakan perlindungan bagi stigmatisasi yang tidak adil. 
Adalah suatu kesalahan apabila meninggalkan hal ini dalam rangka 
membuat pengertian kejahatan menjadi lebih inklusif. 
 
2. Kejahatan Sosiologis 
Thorsisten Sellin mengutarakan bahwa pemberian batasan definisi 
kejahatan secara yuridis itu tidak memenuhi tuntutan-tuntutan keilmuan. 
Suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah 
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menurutnya adalah dengan memberikan dasar yang lebih baik dengan 
mempelajari norma-norma kelakuan ( conductnorms ), karena konsep norma-
norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti 
negara serta merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun, 
serta tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus 
terkandung dalam hukum. 
Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang 
diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam 
perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian 
tertentu yang memiliki pola yang  sama keadaan ini dimungkinkan oleh 
karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat. 
Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi didalam 
proses di mana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat 
yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang 
kejahatan dengan pihak-pihak mana yang melakukan kejahatan.15 
Menurut moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah 
hukum pidana bahwa :16 
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 Musdalifa R,2013,Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah 
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Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu 
Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 
1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana 
tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut; 
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar 
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan; 
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenakan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar 
larangan tersebut. 
Menurut gambaran teoritis ini, maka dapat disimpulkan bahwa 
strafbaar feit adalah : 
1. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan ( melawan ) hukum ( 
onrechtmatig atau wedderrechtelijk ) 
2. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggaranbersalah ( aan 
schuld van de overtreder te witjen ) 
3. Suatu kelakuan yang dapat dihukum ( strafbaar ). 
Perbedaan dari segi teori dan segi hukum positif tersebut hanya 
bersifat semu, oleh karena dari segi teori tidak seorangpun dapat dihukum 
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kecuali apabila tindakan itu memang benar-benar bersifat melawan hukum 
dan telah dilakukan dengan kesalahan ( schuld ), baik dengan sengaja 
ataupun tidak sengaja, sedangkan dari segi hukum positif, tidak ada suatu 
kesalahan tanpa adanya suatu “wederrechtelikheid”. Dengan kata lain untuk 
menjatuhkan suatu hukuman (Pidana) tidaklah cukup apabila hanya 
perbuatan pidana, melainkan juga harus ada kemampuan bertanggungjawab, 
atau seseorang yang dapat dipidana apabila strafbaar feit yang telah ia 
lakukan tidak bersifat “wederrechtelikheid” dan telah dilakukan, baik dengan 
sengaja maupun tidak disengaja. 
Meskipun banyak para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai 
pengertian tindak pidana dan saling bertentang, pada dasarnya dapat 
dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana itu adalah hukum 
yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang 
dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang, dan 
terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.17 
Menurut Moeljatno Unsur-unsur perbuatan pidana, antara lain: 
1)  Perbuatan (manusia); 
2)  Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat  formil); 
3)  Bersifat melawan hukum (syarat meteriil). 
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 Erdianto Efendi,2011,Hukum Pidana Indonesia,PT.Refika Aditama,Bandung,hal 103 
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Untuk memenuhi hal tersebut maka syarat formil harus ada, karena 
hanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil 
juga harus ada, kerena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh 
masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan; oleh 
karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam 
pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Moeljatno 
berpendapat, bahwa “kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si 
pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal 
tersebut melekat pada orang yang berbuat. 
Unsur –unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah : 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan ( dolus dan culpa ) 
2. Maksud atau voomemen pada suatu percobaan seperti yang 
dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti yang 
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHP 
5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam 
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
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Unsur –unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah : 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya kejahatan jabatan menurut Pasal 
415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu 
perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP 
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
C.  Kejahatan Pemalsuan 
1. Pengertian Kejahatan Pemalsuan 
Untuk menentukan asli atau palsu suatu ijazah maka diperlukan suatu 
pembuktian. Pembuktian ini merupakan titik sentral pemeriksaan perkara 
dalam proses pengadilan. 
Supaya dapat dihukum menurut Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-
undang Hukum Pidana), maka pada waktu memalsukan surat itu harus 
dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan 
surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Jadi pemalsuan surat untuk 
kepentingan, pelajaran, penyelidikan, atau percobaan di laboratorium tidak 
dapat dikenakan pasal ini. 
Suatu keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu dipandang 
sebagai intellectuele valsheid atau suatu pemalsuan intelektual, jika sejak 
awalnya yang diterangkan atau dinyatakan dalam tulisan tersebut tidaklah 
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benar, ataupun jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan di 
dalam tulisan itu mengetahui atau setidak-tidaknya mengerti bahwa yang ia 
terangkan atau yang ia nyatakan itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang 
sebenarnya, dengan kata lain pemalsuan secara materil hampir selalu telah 
dilakukan orang dengan maksud yang jelas yakni untuk menggunakan atau 
membuat orang lain untuk menggunakan dengan tujuan yang sejelas-
jelasnya bahwa yang dilakukannya adalah suatu kebohongan yang 
diterangkan atau dinyatakan orang dalam suatu tulisan. 
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa objek dari suatu intellectuele 
valsheid hanyalah tulisan-tulisan atau surat-surat, dan orang hanya dapat 
berbicara tentang telah dilakukannya suatu intellectuele valsheid, jika suatu 
tulisan atau surat itu tetap dalam keadaan asli dan tidak diubah, tetapi 
keterangan atau penyataan yang terdapat di dalam tulisan atau surat tersebut 
adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. 
  Menurut M.Yahya Harahap bahwa pembuktian adalah : 
ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang 
cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan 
yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan 
ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-
undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang 
didakwakan. 
 
Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHPidana tentang 
kejahatan pemalsuan itu dikelompokkan menjadi 4 golongan yakni: 
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1. Kejahatan sumpah palsu ( Bab IX ) 
2. Kejahatan pemalsuan uang ( Bab X ) 
3. Kejahatan Pemalsuan materai dan merek ( Bab XII ) dan 
4. Kejahatan pemalsuan surat ( Bab XII ). 
Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung 
sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu  hal (objek) yang sesuatunya itu 
nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya 
bertentangan dengan yang sebenarnnya. Perbuatan pemalsuan merupakan 
suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu : 
1. Kebenaran ( Kepercayaan ) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam 
kelompok kejahatan penipuan. 
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok 
kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat. 
Menurut Adami Chazawi, bahwa membuat surat palsu ini dapat berupa 
:18 
1. Membuat suatu surat yang sebagian atau seluruhnya isi surat tidak 
sesuai atau bertentangan dengan  kebenaran. Membuat surat palsu yang 
demikian disebut dengan pemalsuan intelektual. 
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain 
selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut 
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dengan pemalsuan materil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat 
terletak pada asalnya atau si pembuat surat. 
Sesuai dengan pengertian yang diberikan pada kata „faux’ oleh para 
pembentuk code penal, yakni bahwa yang dapat dijadikan objek dari „faux‟ 
atau pemalsuan itu hanyalah „ecritures‟ atau tulisan-tulisan  saja, maka 
menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
yang berlaku di negara indonesia, yang dapat menjadi objek dari tindak 
pidana pemalsuan yang dimaksud dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP 
(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) itu juga hanya tulisan-tulisan saja.19 
Dalam pengaturan masalah tindak pidana pemalsuan di dalam Code 
Penal itu ternyata juga mendapat pengaruh dari pengaturan masalah tindak 
pidana yang sama dalam Hukum Romawi. Menurut Hukum Romawi yang 
dipandang sebagai „de eigenlijke falsum‟ atau sebahai tindak pidana 
pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga, dan baru 
kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya 
tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan, hingga tindak pidana tersebut 
didalam doktrin juga disebut sebagai quasi falsum atau pemalsuan yang 
bersifat semu. 
Dari uraian diatas kiranya dapat diketahui bahwa objek dari suatu 
intelectuele valsheid itu hanya tulisan-tulsan atau surat-surat, dan orang 
hanya dapat berbicara tentang telah dilakukannya. 
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Menurut Hamel kiranya orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana 
pemalsuan surat yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur 
dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) itu 
sesungguhnya merupakan suatu opzettelijk delict atau merupakan suatu 
tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, hingga untuk dapat 
menyatakannya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana 
pemalsuan surat seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana diatur 
dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) itu 
terbukt telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja, maka di 
depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili orang tersebut, baik 
hakim maupun penuntut hukum, harus dapat membuktikan tentang : 
1. Adanya kehendak pada terdakwa untuk membuat secara palsu atau 
untuk memalsukan suatu surat 
2. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu 
atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat; yang dapat 
menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang 
atau yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataannya. 
3. Adanya maksud pada terdakwa untuk mempergunakan sendiri surat 
tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk 
membuat orang lain mempergunakan surat yang telah ia buat secara 
palsu atau yang tela ia palsukan. 
25 
 
4. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang 
ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan 
sesuatu kerugian. 
Kejahatan pemalsuan dalam Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana) dalam rumusan aslinya  yaitu :20 
1. Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat dapat 
menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, 
ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan, dengan 
maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak 
dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut, 
maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, 
karena bersalah melakukan pemalsuan surat, dipidana dengan pidana 
penjara selama-lamanya enam tahun. 
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja 
menggunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak 
dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu 
kerugian. 
Kejahatan pemalsuan surat yang dimaksudkan didalam ketentuan 
pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur 
sebagai berikut : 
                                                          
20
 R.Soesilo,KUHP,Loc.cit. 
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1. Unsur subjektif : Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat 
yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain 
menggunakan surat tersebut. 
2. Unsur objektif : Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan 
suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak,suatu perikatan atau 
suatu pembebasan utang atau suatu surat yang membuktikan suatu 
kenyataan penggunanya dapat menimbulkan suatu kerugian. 
Untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak 
pidana pemalsuan surat didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 
263 ayat (1) KUHP telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dengan 
sengaja dan sesadar-sadarnya, maka didepan sidang pengadilan yang 
memeriksa dan mengadili orang tersebut, baik hakim maupun penuntut 
umum harus dapat membuktikan tentang : 
1. Adanya kehendak pada terdakwa untuk membuat secara palsu atau 
untuk memalsukan suatu surat; 
2. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu 
atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat: 
a. Yang dapat menimbulkan suatu hak,suatu perikatan atau suatu 
pembebasan utang atau 
b. Yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan 
3. Adanya maksud pada terdakwa untuk menggunakansendiri surat tersebut 
sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang 
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lain menggunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang 
palsukan 
4. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang 
ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan 
sesuatu kerugian. 
Perlu diketahui bahwa ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam 
pasal 263 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) itu merupakan 
ketentuan-ketentuan pidana yang bersifat umum, hingga apabila bagi suatu 
tindak pidana pemalsuan surat itu terdapat ketentuan pidana lain yang 
mengatur tindak pidana tersebut secara lebih khusus, maka ketentuan pidana 
yang sifatnya khusus itulah yang harus diberlakukan. 
Jika seseorang terdakwa telah didakwa melanggar larangan yang 
diatur dalam Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), bagi 
tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan itu terdapat suatu ketentuan 
pidana yang bersifatnya khusus, maka walaupun yang didakwakan terhadap 
terdakwa tersebut ternyata dapat dibuktikan, akan tetapi karena jaksa telah 
keliru mendakwakan Pasal KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) 
yang dilanggar oleh terdakwa, hakim harus memberikan putusan onstslag 
van rechtsvervolging atau bebas dari tuntutan hukum ataupun lepas dari 
tuntutan hukum bagi terdakwa. 
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Pemalsuan ijazah sebagai kejahatan, Secara kriminologis kejahatan 
adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentang dengan Undang-
undang dan segala aturan-aturan hukum. Sementara penjahat adalah 
seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana 
dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. 
Bukan berarti semua perbuatan yang melawan hukum yang sifatnya 
merugikan masyarakat dapat disebut perbuatan pidana, jadi dalam hal ini 
suatu perbuatan kejahatan atau pidana haruslah terlebih dahulu sudah ada 
aturan yang menetapkannya, dan juga terdapat pelanggaran terhadap aturan 
tersebut dapat dikenakan sanksi hukum pidana. 
Suatu perbuatan dapat dikatakan suatu perbuatan yang jahat apabila 
didalam perbuatannya tersebut terdapat unsur-unsur ketentuan tentang 
kejahatan.  
Dalam kehidupan masyarakat penyalahgunaan ijazah suatu 
pelanggaran nilai-nilai yang terdapat dalam dunia pendidikan dikarenakan 
apabila ingin mendapatkan gelar ataupun kedudukan harus melalui prosedur 
yang sah yang sesuai dengan aturan pemerintah tidak dengan cara 
mengambil jalan yang cepat dengan memalsukan suatu ijazah untuk 
mendapat gelar, dalam hal penyalahgunaan ijazah ini sangatlah tidak 
berpendidikan. 
Sesuai dengan perkembangan yang dialami manusia maka norma-
norma tadi terdiri dari bentuk tidak tertulis yang dikenal dengan kebiasaan 
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atau hukum adat indonesia, dan bentuk tertulis dengan Undang-undang yang 
didasarkan kepada masalah yang diaturnya. 
Dalam (KUHP) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jenis-jenis 
perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dilarang ini yang disebut 
dengan tindak pidana.21 
Menurut KUHP, tindak pidana itu terdiri dari dua bagian yaitu tindak 
pidana yang disebut sebagai kejahatan, diatur dalam Buku II KUHP, dan 
tindak pidana yang disebut dengan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. 
Adapun Undang-Undang dalam Notariatan yang berhubungan dengan 
pemalsuan ijazah yaitu : Pemalsuan ijazah merupakan salah satu pemalsuan 
surat otentik dan keterkaitannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris 
(UUJN) Nomor 30 tahun 2004 yaitu terdapat pada otentisitas suatu akta/surat 
berdasarkan isi atau keterangan dari surat/akta yang dibuat. Pasal 1 angka 7 
UUJN menyatakan : Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau 
dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam 
Undang-Undang. Dimana, notaris mempunyai kewenangan dan tanggung 
jawab  atas akta/surat yang di buatnya, sesuai dalam penjelasan pada BAB 
III UUJN mengenai kewenangan, kewajiban dan larangannya. Faktor yang 
dapat menyebabkan seorang notaris dapat dijatuhi sanksi pidana berkaitan 
                                                          
21 Moeljatno, 2008,Asas-asas Hukum pidana,PT.Rineka cipta, Jakarta, hal 14 
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dengan kewenangan membuat akta seringkali bersinggungan dengan aspek-
aspek formal dan bisa dikarenakan penyelewengan pidana (pemalsuan) baik 
yang tidak di sengaja (kurang ketelitian) maupun yang disengaja atau 
diketahui oleh notaris yang bersangkutan, sehingga sanksi yang dikenakan 
adalah Pasal-Pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
karena Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) hanya mengatur tentang 
sanksi kode etik, perdata dan administratif. Sehingga notaris sebagai pejabat 
umum apabila melakukan penyimpangan dalam pembuatan akta/surat yang 
dibuatnya meskipun telah diketahui bahwa identitas tersebut tidak sesuai 
dengan penghadap, namun akta notaris tetap di buat dan memasukkan 
keterangan palsu pada akta/surat yang di buatnya maka notaris dapat 
dinyatakan melakukan pemalsuan surat/akta dengan memasukkan 
keterangan palsu. 
Syarat-syarat akta otentik yaitu : Akta otentik menurut ketentuan Pasal 
18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu akta otentik ialah suatu akta 
yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau 
dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat 
dimana akta itu dibuatnya. Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa 
suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-
syarat yaitu : 
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1. Akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang di tentukan Undang-
Undang. Maksud dari bentuk yang ditentukan Undang-Undang 
dalam hal ini adalah bahwa akta tersebut pembuatannya harus 
memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 
tentang jabatan notaris (UUJN) 
2. Akta otentik tersebut harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat 
umum (openbaar ambtenaar), kata di “hadapan” menunjukkan 
bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan 
akta yang dibuat “oleh” pejabat umum karena adanya suatu 
kejadian, pemeriksaan, keputusan dan sebagainya  (berita acara 
rapat, protes wesel, dan lain-lain) 
3. Pejabat yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk 
maksud itu ditempat akta tersebut dibuat. Berwenang (bevoged) 
dalam hal ini khususnya menyangkut : (1) jabatannya dan jenis 
akta yang dibuatnya (2) hari dan tanggal pembuatan akta, dan (3) 
tempat akta dibuat. 
Berdasarkan hal diatas maka otentisitas suatu akta agar dapat 
menjadi pembuktian yang sempurna maka harus memahami syarat-
syarat/ketentuan dari suatu akta seperti yang di jelaskan pada Pasal 38 
Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 tahun 2004 yaitu : 
 
32 
 
1.  Setiap Akta Terdiri Atas : 
a. Awal akta atau kepala akta 
b. Badan akta 
c. Akhir atau Penutup akta 
2. Awal Akta Atau Kepala Akta Memuat : 
a. Judul akta 
b. Nomor akta 
c. Hari, Jam, Tanggal, Bulan dan Tahun 
d. Nama lengkap dari tempat kedudukan notaris 
3. Badan Akta Memuat : 
a. Nama Lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, 
pekerjaan, pejabat, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap 
saksi pengenal. 
4. Akhir Atau Penutup Akta 
Syarat-syarat ketentuan bagaimana pelaku dapat di tahan yaitu : 
1. Pejabat Umum  
Pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan 
kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam 
pembuatan akta otentik, Notaris sebagai pejabat umum kepadanya 
diberikan kewenangan umtuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, 
dalam menjalankan kewenangannya notaris harus menjamin kepastian 
hukum atas kebenaran akta/surat yang dibuatnya. Syarat/ketentuan 
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notaris dapat ditahan apabila Notaris telah membuat surat palsu atau 
memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang 
dilakukan notaris. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dalam 
pembuatan akta, dalam pemenuhan prosedur kelengkapan 
berkas/identitas para penghadap maka barulah akta dapat dibuat oleh 
notaris. Namun, dalam hal tersebut ada juga notaris yang melakukan 
penyimpangan, meskipun telah diketahui bahwa identitas tersebut tidak 
sesuai dengan penghadap, namun akta notaris tetap dibuat dengan cara 
membantu memanipulatif berkas dari para pengahadap dan 
memasukkan keterangan palsu pada akta/surat yang dibuatnya sehingga 
dapat terbit suatu akta/surat, hal inilah salah satu syarat atau ketentuan 
yang dapat menyebabkan notaris sebagai pejabat umum dapat ditahan 
karena melakukan tindak pidana yang menyimpang dari peraturan 
Undang-Undang yang berlaku. 
2 Jenis-Jenis Kejahatan Pemalsuan 
a. Sumpah Palsu 
Dalam Pasal 242 KUHP merumuskan sebagai berikut :22 
1) Barangsiapa dalam keadaan dimana  undang-undang menentukan 
supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat 
hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi 
keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara 
                                                          
22
 R.Soesilo,1995,KUHP,Hal 182 
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pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 
2) Jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana 
dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan 
pidana penjara paling lama 9 tahun. 
3) Disamakan sumpah adalah janji atau penguatan yang di haruskan 
menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah. 
4) Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No.1-4 dapat dijatuhkan. 
Kejahatan sumpah palsu dirumuskan dalam ayat (1). Sementara ayat 
(2) merumuskan alasan pemberatan pidana sumpah palsu, dan ayat (3) 
merumuskan tentang perluasan pengertian dari sumpah palsu sebagaimana 
dirumuskan dalam ayat (1). 
 Apabila tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat (1) dirinci, maka 
sumpah palsu terdiri unsur-unsurnya sebagai berikut :23 
Unsur yang bersifat objektif terdiri dari : 
1. (a) Dalam keadaan undang-undang UU menetukan agar memberikan 
keterangan diatas sumpah; atau 
(b)   Mengadakan  akibat hukum pada keterangan diatas sumpah; 
2.   Perbuatan: Memberikan keterangan diatas sumpah; 
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 Adami Chazawi,2014,Tindak Pidana Pemalsuan,PT.RajaGrafindo Persada,jakarta,hal 9 
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3.   Objek : Keterangan palsu 
4.   Dengan (a) lisan, atau (b) tulisan 
5.   Secara (a) pribadi, atau (b) oleh kuasanya 
Unsur subjektif : 
6. Kesalahan : Dengan sengaja 
        Unsur-unsur yang membentuk rumusan atau pengertian hukum tindak 
pidana sumpah palsu adalah tulisan yang dicetak miring. Untuk menerapkan 
sumpah palsu, maka semua unsur tersebut harus dapat dibuktikan. 
Pembuktian unsur-unsur adalah menerapkan atau mencocokan pengertian 
unsur-unsur tersebut kedalam  fakta tentang kejadian konkret duduk 
perkaranya. 
         Pengertian “sumpah” dalam perkataan/unsur”sumpah palsu” dalam 
Pasal 242 adalah termaksud mengucapkan janji. Bila seseorang telah 
mengucapkan janji di hadapan hakim, namun kemudian menyampaikan 
keterangan yang isinya terbukti palsu, maka berlaku juga Pasal 242 tersebut. 
        Ada dua pengertian tentang perbuatan memberikan keterangan diatas 
sumpah, ialah : 
a. Pengertian yang pertama. 
Memberikan keterang di atas sumpah adalah memberikan keterangan yang 
sebelum orang itu memberikan keterangan, yang telah mengangkat sumpah 
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terlebih dahulu, dimana sumpahnya itu khusus di tujukan untuk 
memberikanketerangan yang di maksudkan sebagai keterangan yang benar 
dan tiada lain dari sebenarnya. Sumpah semacam ini misalnya terhadap 
dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, menyatakan: “Sebelum memberi 
keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara 
agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang 
sebenr-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenranya”. 
b. Pengertian yang kedua 
Termaksud pengertian memberikan keterangan di atas sumpah, adalah 
bilamana memberikan keterangan terlebih dahulu, yang kemudian dikuatkan 
dengan suatu sumpah bahwa keterangan yang di sampaikannya tersebut 
adalah merupakan keterangan  yang benar dan tiada lain dari yang 
sebenranya. 
         Unsur perbuatan “Memberikan  keterangan palsu”, adalah suatu 
perbuatan aktif. Artinya, sesuatu yang palsu tersebut harus di terangkan, 
merupakan perbuatan aktif, tidak termaksud perbuatan tidak memberikan 
keterangan. 
        Sumpah palsu ini adalah merupakan tindak pidana formal. Selesainya 
kejahatan sumpah palsu diletakkan pada selesainya perbuatan yang 
memberikan keterangan. 
37 
 
        Keterangan palsu di atas sumpah, berlaku terhadap semua keterangan 
atau pemberitahuan mengenai fakta, dalam bentuk kata atau kata-kata atau 
kalimat mengenai segala macam keadaan, di dalam perkara apapun, baim di 
sidang peradilan perkara pidana,  perdata, tata usaha negara, dll. Bahkan 
keterangan palsu diatas sumpah berlaku juga pada „keterangan yang 
diberikan tidak di hadapan hakim, asalkan kewajiban untuk mengangkat 
sumpah dalam rangka memberikan keterangan di tentukan secara tegas 
dalam UU. Misalnya saksi di tingkat penyidikan yang karena alasan khusus di 
perkirakan atau tidak mungkin dapat hadir dalam persidangan pengadilan. 
Dalam keadaan demikian, penyidik boleh menetapkan saksi tersebut untuk 
melakukan sumpah sebelum memberikan keterangan. Isi sumpahnya sama 
dengan sumpah di depan hakim, bahwa saksi akan memberikan keterangan 
yang benar dan tidak lain dari sebenarnya. 
         Sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal 174 KUHAP khususnya 
pada ayat (2), hakim ketua karena jabatannya atau atas permintaan penuntut 
umum atau penasihat hukum, diberi kewenangan untuk memberi perintah 
(Pada penuntut umum) agar saksi yang di duga telah memberikan 
keterangan palsu di tahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan 
dakwaan sumpah palsu. 
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b.  Pemalsuan Uang 
Kejahatan pemalsuan uang disebut dengan “peniruan” dan 
“pemalsuan”uang, karena perbuatan dalam pemalsuan uang tersebut terdiri 
dari meniru dan memalsu. Penyebutan tindak pidana peniruan dan 
pemalsuan uang tepat, apabila hanya dilihat dari rumusan Pasal 244 KUHP. 
Namun sesungguhnya tindak pidana mengenai mata uang, yang objeknya 
uang, sesungguhnya lebih luas dari pada sekadar memalsu dan meniru 
uang. Misalnya mengedarkan uang palsu atau uang yang di palsu (Pasal 
245), mengurangi nilai mata uang (Pasal 246) dan mengedarkannya (Pasal 
247) dll. Objek tindak pidana disebut dengan “mata uang dan “uang kertas”, 
karna benda uang tersebut terdiri dari uang kertas dan mata uang (uang 
logam). Objek mata uang dan uang kertas baik yang dikeluarkan oleh negara 
atau oleh bank. 
Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap keaslian dan 
kebenaran terhadap uang harus mendapatkan perlindungan hukum. Hanya 
dengan kepercayaan yang demikian itulah suatu benda uang dapat 
digunakan sebagai alat pembayaran jika kepercayaan terhadap benda uang 
hilang, maka seberapa banyaknya jumlah atau nilai uang tidaklah mempunyai 
arti apa-apa. 
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Tindak pidana pemalsuan uang dibentuk dengan tujuan untuk 
memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan pada masyarakat 
terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang. Tindak pidana pemalsuan 
uang adalah berupa penyerangan terhadap kepercayaan pada masyarakat 
terhadap keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah. 
Dalam sistem hukum pidana kita, tindak pidana terhada[p mata uang 
dan uang kertas merupakan tindak pidana yang berat, terbukti dari dua hal, 
ialah 
1. Ancaman pidana maksimum pada tindak pidana pemalsuan uang rata-
rata berat. Ada tujuh bentuk tindak pidana pemalsuan uang dalam BAB X 
Buku II KUHP, dua diantaranya diancam dengan pidana penjara 
maksimum 15 tahun (Pasal 244 dan 245) dua dengan pidana penjara 
maksimum penjara 12 tahun (Pasal 246 dan 247) satu dengan pidana 
penjara maksimum 6 tahun (Pasal 250). Sementara sisanya diancam 
dengan pidana penjara maksimum 1 tahun (Pasal 250 bis) dan pidana 
penjara maksimum 4 bulan 2 minggu (Pasal 249). 
2. Keberlakuan norma hukum tindak pidana mengenai uang berlaku asas 
universaliteit. Maksudnya adalah bagi setiap orang diluar wilayah hukum 
indonesia melakukan tindak pidana mengenai mata uang dan uang 
kertas indonesia, diberlakukan hukum pidana indonesia (Pasal 4 angka 2 
KUHP). 
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Dalam Pasal 244 KUHP merumuskan sebagai berikut : 
Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang 
dikeluarkan oleh negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan 
atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli 
dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.  
Apabila rumusan tersebut dirinci, unsur-unsurnya terdiri dari ; 
Unsur-unsur objektifnya, adalah; 
1. Perbuatan : a. Meniru 
           b. Memalsu 
2. Objeknya : a. Mata uang yang dikeluarkan negara atau bank 
                   b. Uang kertas yang dikeluarkan negara atau bank 
Unsur subjektifnya, adalah; 
3. Dengan maksud: a. Untuk mengedarkan seolah-olah asli 
         b. Untuk menyuruh dan mengedarkan seolah- olah     
asli dan tidak dipalsu. 
           Perbuatan meniru (namaken) adalah membuat sesuatu yang 
menyerupai atau seperti yang asli dari sesuatu tersebut. Pengertian meniru 
mata uang atau uang kertas dalam Pasal ini adalah membuat benda mata 
uang atau uang kertas yang menyerupai atau seperti atau mirip dengan mata 
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uang atau uang kertas yang asli. Jadi agar dapat dikatakan adanya 
perbuatan meniru mata uang atau uang kertas, maka harus ada mata uang 
atau uang kertas yang asli. 
          Apabila ada seseorang yang membuat mata uang atau uang kertas 
yang tidak ada aslinya yang ditiru, maka perbuatan itu bukan termaksud 
perbuatan meniru. Meskipun terkandung maksud untuk mengedarkannya 
atau menyuruh orang mengedarkannya. Orang membuat uang semacam itu 
tudak boleh di pidana. Misalnya seseorang membuat lembaran uang kertas 
dengan nilai nominalnya Rp.76.000.00. karena tidak terdapat lembar uang 
kertas asli yang nominalnya Rp.76.000.00, maka perbuatan itu bukan 
merupakan perbuatan meniru, dan tidak dapat dipidana. Meskipun 
terkandung maksud untuk diedarkan 
         Sejauh mana kemiripan antara mata uang atau uang kertas yang tiruan 
dan yang asli sehingga dapat dipersalahkan melanggar Pasal ini ? dalam hal 
ini ada dua kemungkinan.  
          Kemungkinan pertama. Bisa jadi benda mata uang atau uang kertas 
tiruan terdapat perbedaan sesuatunya misalnya kertasnya, bentuk huruf, 
warna atau apapun juga dengan aslinya. Baik hal perbedaan itu cukup dilihat 
dengan kasat mata maupun dengan menggunakan sesuatu alat untuk 
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mengetahui perbedaannya. Uang hasil perbuatan meniru tersebut uang 
palsu, meskipun  dibuat oleh orang yang berhak. 
          Kemungkinan kedua. Bisa jadi uang kertas atau mata uang tiruan 
tersebut sama sekali tidak ada perbedaan sedikitpun dengan aslinya. Tidak 
diketahui atau ditemukan adanya perbedaan itu, baik secara kasat mata 
maupun dengan alat khusus yang dibuat untuk membedakan. Misalnya uang 
tiruan dibuat dengan bahan yang sama dan dengan alat dan cara yang 
sama.benda uang tersebut boleh dikatakan asli, tetapi dibuat oleh orang yang 
tidak berhak. Orang itu juga termaksud melakukan perbuatan meniru dalam 
pengertian ini, dan dapat dipidana. 
         Dalam perbauatan memalsu berbeda dengan perbuatan meniru 
sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Bahwa dalam hal perbuatan 
meniru uang, si pembuat melakukan perbuatan sedemikian rupa dengan 
meniru uang asli yang sudah ada. Oleh sebab itu, uang palsu yang di 
hasilkan oleh perbuatan memalsu tersebut  merupakan benda uang yang 
baru. Uang dari hasil meniru ini disebut dengan uang palsu. 
         Sementara itu, dalam hal perbuatan memalsu (vervalschen) tidak 
menghasilkan uang baru. Karena perbuatan memalsu ini dilakukan terhadap 
benda uang yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau 
menambah tulisan, gambar maupun warna, atau mengurangi bahan mata 
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uang sehingga menjadi lain dari uang semula (aslinya) sebelum perbuatan itu 
dilakukan. Tidak penting, apakah dengan demikian uang kertas atau mata 
uang yang dipalsu tersebut nilainya menjadi lebih rendah ataukah sebaliknya. 
        Demikian juga tidak menjadi syarat hal motif apakah dalam melakukan 
perbuatan itu, perbuatan itu sudah termaksud dalam pengertian memalsu 
menurut Pasal ini apabila terkandung maksud untuk diedarkan atau 
menyuruh orang lain mengedarkannya. Jika tidak terkandung maksud untuk 
diedarkan sebgai uang yang tidak dipalsu, tidak dapat dipidana. Misalnya 
mengubah mata uang (uang logam) dengan maksud untuk dijadikan 
perhiasan, bukan untuk maksud diedarkan sebagai alat pembayaran seperti 
mata uang yang tidak dipalsu. Uang yang dihasilkan oleh perbuiatan 
memalsu ini disebut dengan uang yang dipalsu. 
         Tindak pidana dengan perbuatan  meniru dan memalsu dalam Pasal 
244 ini dirumuskan secara formal, atau disebut “tindak pidana formal”. Suatu 
tindak pidana yang selesainnya ditentukan atau diukur dari selesainya 
melakukan perbuatan, bukan diukur dari adanya akibat dari perbuatan. 
Dengan selesainya perbuatan meniru atau memalsu terhadap uang, maka 
selesailah tindak pidana formal. Timbulnya akibat bukan menjadi syarat 
selesainya tindak pidana tersebut, meskipun dalam  tindak pidana formal 
dapat timbul sesuatu akibat. 
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c.  Pemalsuan Meterai dan Merek 
         Dalam Pasal 253-262 mengenai pemalsuan materai dan merek. 
Keberlakuan tindak pidana pemalsuan materai dan merek menganut asas 
perlindungan (nasional pasif) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 angka 
2 KUHP. Tindak pidana yang dirumuskan dalam Bab XI Buku II KUHP 
berlaku bagi setiap orang yang melakukanya baik di indonesia maupun diluar 
wilayah indonesia. 
          Dibentuknya tindak pidana meterai berlatar belakang pada kepentingan 
hukum negara dalam usaha mendapatkan sumber pendapatan negara dari 
sektor pajak. Dalam hubungannya dengan keabsahan dari surat sebagai alat 
bukti. Oleh karena sebuah surat sebagai alat bukti atau digunakan sebagai 
alat bukti wajib dilekatkan materai dengan nilai tertentu, maka untuk 
kepentingan tersebut negara ikut campur dalam memungut bea meterai. 
Dengan maksud dapat terjaganya kepentingan hukum keabsahan meterai. 
Dengan maksud dapat terjaga kepentingan hukum mengenai keabsahan 
meterai yang digunakan masyarakat dalam rangka pemasukan pendapatan 
negara dari sektor pajak, maka dibentuklah tindak pidana meterai ini. 
         Dalam UU No.13 tahun 1985 disebutkan surat-surat yang dikenakan 
bea meterai, ialah surat atau dokumen yang berbentuk : 
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a. Surat perjanjian dan surat-surat lain yang dibuat dengan tujuan untuk 
digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau 
keadaan yang bersifat perdata. 
b. Akta-akta notaris termaksud salinan-salinannya 
c. Akta-akta yang dibuat oleh pejabata akta tanah (PPAT) termaksud 
rangkapannya. 
d. Surat-surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp.1.000.000.00 (satu 
juta rupiah) 
1. Yang menyebutkan menerima uang 
2. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam 
rekening di bank 
3. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank 
4. Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seleruhnya atau 
diperhitungkan. 
e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep dan cek yang harga 
nominalnya lebih dari Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) 
f. Efek dengan nama dan nama dalam bentuk apapun, sepanjang harga 
nominalnya lebih dari Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah). 
       Untuk surat-surat tertentu sebagaimana disebutkan diatas bila digunakan 
sebagai bukti alat surat, baru di pandang sah apabila telah dibayar pajak 
dengan melekatkan sebuah meterai dengan nilai harga tertentu pada 
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lembaran surat itu, atau dengan menggunakan lembaran kertas meterai 
denagan harga tertentu. Surat semacam ini, seperti kuintasi,surat kuasa, akta 
perkawinan, akta kelahiran, sertifikat tanah, akta hipotek, akta gadai, dll. 
Begitu juga semua surat bentuk apapun, juka digunakan untuk kepentingan 
pembuktian dimuka sidang pengadilan, maka perlu dilekatkan meterai dalam 
jumlah tertentu, berdasarkan PP No.24 tahun 2000 adalah Rp.6.000.00 
(enam ribu rupiah). Tanpa mencukupi bea mterai surat tersebut tidak dapat 
digunakan sebagai alat bukti. 
        Macam-macam meterai misalnya: meterai tempel, kertas meterai, 
meterai pajak, meterai pos, dll 
        Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemalsuan meterai 
dirumuskan dalam Pasal 253. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 257, 
260,261,dan 261 bis adalah tindak pidana yang berhubungan dengan 
meterai. 
      Pasal 253 merumuskan sebagai berikut : 
      Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; 
1. Barangsiapa meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh 
pemerintah indonesia, atau jika diperlukan tanda tangan untuk sahnya 
meterai itu, atau barangsiapa yang menyuruh memalsukan tanda 
tangan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
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memakai meterai itu sebagai meterai yang asli dan tidak dipalsu atau 
yang sah. 
2. Barangsiapa dengan maksud yang sama, membikin meterai tersebut 
dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum. 
        Ada dua bentuk tindak pidana dalam Pasal 253, masing-masing 
dirumuskan dalam angka 1 dan angka 2. 
Tindak pidana yang dirumuskan dalam angka 1 dengan unsur-unsur: 
Unsur-unsur objektif :  
a. Perbuatan: 1) meniru dan 2) memalsu 
b. Objeknya : a) meterai yang dikeluarkan pemerintah indonesia 
                   b) tanda tangan untuk sahnya meterai 
Unsur subjektif 
c. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai 
sebagai meterai asli atau tidak dipalsu. 
Sedangkan tindak pidana yang dirumuskan dalam angka 2 unsur-
unsurnya adalah : 
Unsur-unsur objektif: 
a. Perbuatan : membikin 
b. Objeknya : meterai 
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c. Caranya: dengan menggunakan cap asli  
d. Dengan melawan hukum  
e. Kesalahan : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai 
sebagai meterai sah. 
Perbuatan meniru dan memalsu ditujukan dua objek, yakni 1) meterai yang 
dikeluarkan pemerintah indonesia 2) tanda tangan yang diperlukan untuk 
sahnya meterai. 
d.  Pemalsuan Surat 
      Dalam pemalsuan surat terdapat pada Pasal 263 KUHP. Surat 
merupakan lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan kata, atau 
kalimat serta huruf dan angka dibuat dengan mempunyai suatu makna. 
Kebenaran mengenai arti atau makna tersebut harus mendapat perlindungan 
hukum. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi 
perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran 
mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan ini dibentuk 
untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan 
oleh umum pada surat. 
3.  Pemalsuan Surat 
      Pemalsuan surat (valschheid in geschriften) diatur dalam BAB XII Buku II 
KUHP, dari Pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya adalah : 
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1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok ( eenvoudige 
valschheid geschriften) yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada 
umumnya (Pasal 263). 
2. Pemalsuan surat yang diperberat (gequalificeerde valshheid in 
geschriften) (Pasal 264) 
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 
266) 
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268) 
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269,270, dan 271) 
6. Pemalsuan surat keterangan tentang hak milik (Pasal 274) 
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275) 
      Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No.359 jo 429. 
Sementara Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan 
tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si 
pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan 
268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No.1-4. 
Membuat surat palsu dan memalsu surat Pasal (263 Ayat (1) ) 
       Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya 
sebagai berikut : 
Unsur-unsur yang objektif : 
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a. Perbuatannya : 1) membuat palsu dan 2) memalsu 
b. Objeknya : 1) surat yang dapat menimbulkan suatu hak 
                   2) surat yang menimbulkan suatu perikatan 
                   3) surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang. 
                  4) surat yang diperuntuhkan sebagai bukti dari pada  suatu hal  
c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. 
Unsur subjektif : 
d. Memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. 
       Perbuatan membuat palsu ( Valschelijik Opmaaken ) dan perbuatan 
memalsu dalam rumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan 
ialah membuat palsu dan memalsu, membuat surat palsu adalah membuat 
sebuah surat (yang sebelumnya yang tidak ada surat) yang isi seluruhnya 
atau pada bagian-bagian tertentu tidak  sesuai dengan sebenarnya atau 
bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang di hasilkan 
perbuatan memuat surat palsu ini disebut dengan “surat palsu” atau “surat 
yang tidak asli”  
       Membuat sebuah surat yang isi seluruhnya atau isi pada bagian tertentu 
yang bertentang dengan kebenaran atau palsu yang disebut dengan 
pemalsuan intelektual. Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan terhadap isi 
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suratnya. Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan perbuatan 
membuat palsu surat dan juga bisa perbuatan memalsu surat. 
       Selain itu terdapat surat palsu yang dibuat oleh seseorang yang 
mengatas namakan (seolah-olah) surat itu dibuat oleh seorang tertentu, 
bukan menggunakan nama sebenarnya si pembuat surat itu sendiri. Surat 
semacam ini merupakan surat palsu. Pemalsuan semacam ini disebut 
dengan “pemalsuan materil” (materelei valscheid) palsunya surat bukan 
terletak pada isi surat tapi pada nama orang (termaksud juga tanda tangan) 
sipembuat surat yang seolah-olah dibuat oleh orang yang nama sebenarnya 
dalam surat. Misalnya A membuat surat seolah-olah surat tersebut dibuat 
oleh atau berasal dari B, karena nama dan tanda tangan B dicantumkan di 
cantumkan dalam surat itu, namun sesungguhnya yang menandatanganinya 
adalah A sendiri dengan meniru tanda tangan B. Bisa juga tidak meniru tanda 
tangan B, tetapi membuat tanda tangan palsu dengan dikarang-karaang 
seolah-olah tanda tangan B. 
       Pemalsuan surat mengenai nama dan tanda tangannya ini ada dua 
macam : 
1. Membuat dan meniru tanda tangan seseorang yang sesungguhn ya tidak 
ada orang yang mempunya nama tersebut, atau tidak diketahui siapa 
orangnya. Nama orang ini dibuat fiktif atau dikarang-karang saja. 
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2. Membuat surat dengan menggunakan dengan nama orang lain yang 
dikenal-tanpa sepengetahuan atau kesetujuan si pemilik nama tersebut. 
Kemudian si pembuat surat membubukan tanda tangan orang itu dengan 
meniru atau seolah-olah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan 
orang yang namanya di cantumkan dalam surat itu. 
a. Kesalahan: Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang   
lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. 
       Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau 
memalsu surat tersebut, adalah berupa kesengajaan sebagai maksud (opzet 
als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud si pembuat 
membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut ditujukan untuk digunakan 
olehnya sendiri atau digunakan oleh orang lain.  
Dalam membuktikan unsur subjektif kesengajaan yang dicantumkan dalam 
rumusan tindak pidana, ialah : 
1) Hubungan sengaja dengan unsur lain dalam rumusan tindak pidana. 
2) Semua keadaan ketika perbuatan dilakukan 
3) Keadaan dan kemampuan jiwa si pembuat ketika berbuat. 
b. Sengaja memakai surat palsu dan surat yang dipalsu ( Pasal 263 ayat 
(1) ) 
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       Pasal 263 ayat (2) merumuskan bahwa “Diancam dengan pidana yang 
sama, barangsiapa yang sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsu 
seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.  
1. Perbuatan memakai 
Dalam unsur memakai di sini bukan unsur perbuatan yang dilarang, tetapi 
merupakan arah yang dituju oleh kehendak atau maksud dalam 
melakukan perbuatan membuat surat palsu.  
Memakai surat adalah perbuatan memanfaatkan kegunaan surat 
sebagaimana maksud dibuatnya surat itu. 
2. Surat palsu atau surat yang dipalsu 
Objek tindak pidana dalam ayat (2) ada dua, pertama surat palsu dan 
kedua yang dipalsu. Persamaan kedua objek surat ini, ialah di dalamnya 
kedua surat tersebut terdapat isi surat yang bertentangan dengan yang 
sebenarnya. 
Surat palsu adalah sebuah surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat 
surat dala ayat (1), yang isnya sebagaimana seluruhnya palsu. Sementara 
surat yang dipalsu adalah surat yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu 
surat dalam ayat (1), yang isinya bertentangan dengan kebenaran. 
3. Seolah-olah asli 
54 
 
Unsur seolah-olah asli menandakan bahwa surat yang digunakan itu 
bukanlah surat yang isinya benar. Tidak benarnya bisa oleh sebab isinya 
palsu atau isinya dipalsu. 
4. Kesalahan: Dengan sengaja 
Dalam hal mencari arti unsur kesalahan-sengaja yang dicantumkan harus 
berpedoman pada dua petunjuk di dalam MvT WvS Belanda, ialah : 
Pertama : menyatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya 
dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, 
dengan kehendaki dan diketahui” 
Kedua : MvT juga memberi petunjuk bahwa “cara penempatannya dalam 
rumusan tindak pidana akan menentukan pengertiannya dalam 
hubungannya dengan unsur-unsur lainnya, perkataan apa yang 
ditempatkan sesudah perkataan sengaja akan diliputi olehnya”. 
d. Pemalsuan surat yang diperberat 
    Pasal 264 merumuskan sebagai berikut : 
1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan 
tahun, jika dilakukan terhadap : 
a. Akta-akta autentik 
b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya 
ataupun dari suatu lembaga umum 
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c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu 
perkumpulan,yayasan, perseroan atau maskapai 
d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang 
diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai 
pengganti surat-surat itu 
e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk diedarkan. 
2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati 
atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika 
pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. 
D. PNS ( Pegawai Negri Sipil ) 
PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) merupakan pegawai yang telah memenuhi 
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan 
digaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta dalam 
nangungan lembaga pemerintahan. ( Pasal 1 ayat 1 UU43/1999 ) 
Dari uraian di atas bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar 
seseorang dapat disebut Pegawai Negeri Sipil adalah  
a. Sesorang yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam 
peraturan perundangan. 
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b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang 
c. Diserah tugas dalam sesuatu jabatab Negeri atau tugas Negara lainnya. 
d. Digaji menurut peraturan perundangan yang berlaku. 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, ruang lingkup pengertian 
pegawai negeri adalah : 
1. Pegawai Negeri terdiri dari : 
a. Pegawai Negeri Sipil dan Kementrian Keuangan adalah instansi 
vertikal PNS Pusat. 
b. Anggota Bersenjata Republik Indonesia. 
2. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : 
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat 
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah 
c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. 
Mengenai pengangkatan PNS dapat dilihat pada Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu untuk jabatan 
eselon I pada Pemerintahan Daerah Propinsi ditetapkan oleh Gubernur dan 
untuk jabatan Eselon II pada pemerintahan daerah kabupaten atau kota 
ditetapkan oleh Bupati atau Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur. 
Kedudukan dan peran Pegawai Negeri sipil pada negara ialah sangat 
penting karena pegawai negeri sipil merupakan aparatur pelaksanaan 
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pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kelancaran 
pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional terutama 
ditentukan oleh kualitas dan kinerja Pegawai Negeri Sipil.  
Kedudukan Pegawai Negeri ditinjau dari sudut hukum pidana sangatlah 
penting karena : 
1. Delik-delik jabatan yaitu delik-delik dimana kedudukan Pegawai Negeri 
adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana seperti 
penyalahgunaan wewenang 
2. Delik-delik jabatan yang tidak sebenarnya, yaitu delik-delik biasa yang 
dilakukan kalau keadaan-keadaan yang memberatkan seperti yang 
tersebut dalam Pasal 52 KUHP. 
3. Delik-delik yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri yang sedang 
melakukan tugas seperti seorang militer berangkat perang,polsi menjaga 
keamanan,penyidik pegawai negeri sipil kehutanan yang sedang 
bertugas di hutan. 
Karena kedudukan Pegawai Negeri bagi delik-delik jabatan adalah 
penting bahkan merupakan unsur mutlak, maka berkenaan dengan hal itu 
pengertian PNS perlu ditinjau dari sudut hukum pidana.24 
Dalam penaikan golongan atau jabatan Pegawai Negeri Sipil terlebih 
dahulu di perlukan suatu persyaratan yang lengkap dan autentik seperti 
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kinerja dalam pekerjaan, ijazah yang digunakan dalam pendidikan yang 
dimana ijazah tersebut betul-betul asli bukan manipulasi, jika persyaratan 
tersebut telah melanggar hukum maka Pegawai Negeri dapat dikenakan 
sanksi hukum serta pemberhentian dari pekerjaannya. 
Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, PNS dapat 
diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai PNS Karena : 
1. Melanggar Sumpah/janji PNS, Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin 
PNS. 
2. Dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja 
melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan 
pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam 
dengan pidana yang lebih berat. 
Menurut Nainggolan Pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud 
diatas dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan 
lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat 
atau ringannya perbuatan yang dilakukannya dan besar atau kecilnya 
perbuatan yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, dengan berpedoman pada 
hal-hal sebagai berikut :25 
1. Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, jabatan Negeri, dan Peraturan 
Disiplin PNS wajib ditaati oleh setiap PNS yang telah ternyata melanggar 
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sumpah/janji atau melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang 
berat dan menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidak dapat 
diperbaiki lagi, dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dengan 
mempertingkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukannya. 
2. Pada dasarnya tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 
tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat adalah merupakan 
tindak pidana kejahatan yang berat. Meskipun maksimum ancaman 
pidana terhadap suatu tindak pidana ditetapkan, namun pidana yang 
dijatuhkan/diputusakan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat 
berbeda-beda sehubungan dengan berat jenis tindak pidana yang 
dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. 
Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah PNS 
yang telah melakukan tindak pidana kejahatan  itu akan diberhentikan 
atau tidak, atau apakah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan 
hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong PNS 
yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus 
pula dipertimbangkan berat ringannya Keputusan Pengadilan yang 
dijatuhkan. 
a. Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan 
yang ada hubungannya dengan jabatan; atau 
b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebgaimana dimaksud dalam 
Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 KUHP. Yang dimaksud melakukan 
60 
 
suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada 
hubungannya dengan jabatan, sesuai dengan surat Edaran Kepala 
Badan Administrasi Kepegawaian Negeri Nomor : 04/SE/1980 Tanggal 
11 Februari 1980 ialah bahwa jabatan yang diberikan kepada seorang 
PNS adalah merupakan jabatan kepercayaan dari Negara yang harus 
dilakukan dengan sebaik-baiknya.  
Apabila seorang PNS dipidana atau kurungan berdasarkan Keputusan 
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana kejahatan, atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan 
jabatan atau pekerjannya, maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan 
tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang 
diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud 
adalah sebagaimana tertera dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 
KUHP. 
Adapun Proses penanganan konseling pegawai terdiri dari beberapa 
tahapan proses sebagai berikut : 
1. Laporan dan unit kerja atau pengaduan secara perorangan maupun 
kelompok dari masyarakat 
2. Kelengkapan berkas administrasi dari yang melapor 
3. Panggilan 
4. Membuat surat pengantar pemeriksaan inspektorat 
5. Menunggu hasil pemeriksaan inspektorat kota makassar (LHP) 
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6. Melakukan rapat tim tindak lanjut 
7. Pembuat surat keputusan sesuai hasil rapat tim tindak lanjut. 
E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 
 Adapun Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam teori-teori 
dan pendapat para ahli sebagai berikut:26 
1. Kekacauan Mental (Mental Disorder) 
 Mental disorder sebagian besar dialami oleh penghuni lembaga 
pemasyarakatan, oleh Phillipe Pinel seorang dokter Perancis sebagai manie 
sans delire (madness without confusion) atau oleh dokter inggris bernama 
James C. Prichard sebagai ‘moral incanity’ oleh dan oleh Gina Lombroso-
Ferrero sebagai ‘iresistible atavistic impluses’.  
 Pada dewasa ini  penyakit mental tadi disebut dibuat antisocial 
personality atau psychopathy sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh 
suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat 
cuek, dan tidak pernah merasa bersalah. 
2. Teori Kontrol Sosial (Control Social Theory) 
Pengertian teori kontrol atau control theory  merujuk pada setiap 
perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. 
Semetara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan 
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 A.S.Alam , Pengantar Kriminologi, Refleksi, Makassar,2010, hal.35 
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delicuency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang 
bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok 
dominan. 
3. Labeling Theory 
Para penganut labeling theory memandang para kriminal bukan 
sebagai orang yang bersifat jahat (evil) yang terlibat dalam perbuatan-
perbuatan bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang 
sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan 
pidana maupun masyarakat secara luas.27 
Dipandang dari prespektif ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya 
signifikan, justru reaksi sosial atasnya-lah yang signifikan. Jadi, 
penyimpangan dan katasnya terlibat dalam suatu proses definisi sosial 
dimana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang individu 
merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada 
pandangan individu pada diri mereka sendiri. 28 
4. Conflict Theories 
Teori Konflik lebih jauh mempertanyakan proses pembuatan hukum itu 
sendiri. Menurut mereka pertarungan (struggle) untuk kekuasaan merupakan 
suatu gambaran dasar ekstitensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan 
itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol 
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 Romli Atmasasmita,1992,Teori dan kapita selekta,PT.Refika Aditama,Bandung,hal 49 
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 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.98 
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pembuatan dan penegakan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori 
konflik ini, kita perlu secara singkat melihat traditional model yang 
memandang kejahatan dan perdilan pidana sebagai lahir dari consensus 
masyarakat (communal consensus).29 
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
 Penanggulangan Kejahatan Empirik terdiri atas tiga bagian pokok, 
yaitu:30 
1. Pre-Emtif  
Yang di maksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya 
awal yang di lakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan 
secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma tersebut 
terinteralisasi dalam diri seseorang.  
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan 
tapi tidak ada niatnya  untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun 
ada kesempatan. 
2. Preventif 
Upaya-Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya 
Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya 
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 A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Refleksi, Makassar,2010, hal.79 
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kejahatan. Dalam upaya Preventif yang di tekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk di lakukannya kejahatan. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat terlah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet) dengan 
menjatuhkan hukuman. 
Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan 
kebijakan. Artinya terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal 
dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan antara upaya 
penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.31 
Untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks 
terhadap kejahatan pemalsuan diperlukan pengetahuan dan pemahaman 
yang sejalan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Hal ini dikarenakan 
masalah tindak pidana pemalsuan yang beragam tersebut dipahami melalui 
sudut pandang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup serta sanksi 
yang perlu diketahui dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 
hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan di 
undangkan untuk di berlakukan sebagai hukum positif, namun akan menjadi 
efektif dan dirasakan dapat mencapai keadilan serta kepastian hukum 
apabila penerapannya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembentuk 
undang-undang mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu. Hukum 
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pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “sosial 
defence” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan 
memperbaiki atau memulihkan kembali si pembuat tanpa mengurangi 
keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat. 
Menurut A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana 
merupakan garis kebijakan untuk menetukan : 
a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah 
atau diperbaruhi 
b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana 
c. Cara bagaimana penyidik,penuntutan, peradilan dan pelaksanaan 
pidana harus dilaksanakan. 
Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan 
hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, 
khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral 
dari usaha perlindungan masyarakat (sosial defence) serta usaha untuk 
mencapai kesejahteraan masyarakat. 
Dalam Hal ini sudarto mengemukakan penggunaan hukum pidana 
sebagai upaya penanggulan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan 
keseluruhan politik kriminal yang merupakan bagian dari pembangunan 
nasional. 
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Kebijakan hukum pidana terdapat dua masalah sentral yang harus ditentukan 
yaitu :32 
a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana 
b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si 
pelanggar. 
Masalah sentral pertama umumnya disebut sebgai proses kriminalisasi, 
sedangkan masalah kedua dikenal dengan proses penalisasi. 
 
Adapun proses kriminalisasi pada umumnya yaitu : 
1. Adanya korban, artinya perbuatan tersebut harus menimbulkan 
sesuatu yang buruk atau menimbulkan kerugian. 
2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalsan 
3. Harus berdasarkan asa ratio principle 
4. Adanya kesepakatan sosial. 
Criminal responsibility atau yang disebut dengan pertangung jawaban 
pidana pada dasarnya merupakan implementasi tanggung jawab seseorang 
untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai 
akibat tindak pidana yang dilakukannya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu 
yang berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukan suatu metode 
penelitian  ataupun pedoman dalam melakukan penelitian, sebab dengan 
menggunakan metode penelitian atau pedoman penelitian yang tepat dan 
benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah penulis dalam 
melakukan penelitian terhadap suatu masalah. 
Dalam melakukan kegiatan penelitian maka harus adanya lokasi 
penelitian, penulis memilih Polrestabes Makassar. Adapun penulis memilih 
tempat ini dikarenakan sebagai efesiensi dan kemudahan untuk melakukan 
penelita. Disamping itu pada lokasi tersebut dianggap tersedia data dan 
sumber data yang dapat dibutuhkan dalam penelitian.  
B. Jenis Dan Sumber Data 
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ilmiah yang penulis 
lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni : 
1. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari tempat melakukan 
penelitian dan hasil yang didapat melalui wawancara dengan pihak-pihak 
yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
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2. Data Sekunder adalah sumber-sumber yang tidak terkait secara langsung 
dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data 
sekunder ialah sejumlah data yang diperoleh dari buku literatur, artikel 
hukum, dokumen, KUHP serta perundang-undangan dan sumber-sumber 
lain yang berkaitan dengan permasalahn yang diteliti. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik Pengumpulan Data di lakukan sebagai berikut : 
a. Studi Lapangan (Field Research) 
Penulis melakukan wawancara langsung terhadap pelaku dan  pihak 
Reskrim Polrestabes Makassar 
b. Studi Pustaka (Literature Research) 
Penulis mencari sejumlah data yang diperoleh dari buku literatur,  artikel 
hukum, dokumen, KUHP serta perundang-undangan dan sumber-sumber 
lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
D. Analisis Data  
Data yang diperoleh dalam penelitian ini selain dari data sekunder dan 
data primer juga akan di analisis data secara kualitatif dan kuantitatif 
terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam permasalahn yang 
akan dibahas selain itu berdasarkan hasil temuan lapangan dan 
kepustakaan.  
 
 
69 
 
BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Data Kasus Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan Ijazah Di Kota 
Makassar Tahun 2012-2014 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis pada dua wilayah 
yaitu pada Polrestabes Makassar dan Badan Kepegawaian Daerah, maka 
diperoleh berbagai data terkait dengan tindak pidana kejahatan pemalsuan 
ijazah di Kota Makassar. Berikut Penulis akan menguraikan data dalam 
bentuk tabel mengenai jumlah kasus pemalsuan ijazah di Kota Makassar 
dalam kurun waktu 2012-2014. 
Jumlah Laporan Pemalsuan Ijazah Di Polrestabes Makassar Tahun 
2012 s/d 2014 
No Tahun Jumlah Kasus Selesai 
1 2012 5 5 
2 2013 7 7 
3 2014 8 8 
Jumlah 20 20 
  Sumber Data : Polrestabes 
Dari uraian tabel  di atas menunjukkan bahwa benar adanya tindak 
pidana pemalsuan ijazah merupakan delik aduan, karena sejauh ini seperti 
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yang kita ketahui di dalam masyarakat telah banyak terjadi mengenai kasus 
jual-beli jasa yang merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dalam 
membuat suatu keterangan palsu atau surat palsu, sehingga dalam kasus 
pemalsuan ini ada beberapa pihak yang dirugikan sehingga pihak tersebut 
melakukan gugatan atau aduan kepada pihak yang berwajib.  
Pada tahun 2012 terdapat laporan masuk sebanyak 5 kasus dan pada 
tahun 2013 sebanyak 7 dan pada tahun 2014 sebanyak 8 kasus, pada setiap 
tahunnya terjadinya suatu peningkatan adanya kasus pemalsuan ijazah, yang 
di mana data tersebut di peroleh di Polrestabes Makassar. 
Adapun laporan/gugatan yang masuk di, terkadang ada yang 
diberhentikan penyidikannya karena penggugat menarik kembali laporannya. 
Dengan maksud mengambil jalan untuk berdamai/kekeluargaan dari pihak 
keduanya. 
Pemalsuan suatu ijazah, pelakunya maupun pemberi jasa/penadah 
yang secara sengaja memperjual belikan suatu jasa dapat dijerat dalam 
sejumlah aturan yang ada, seperti Undang-Undang Pemalsuan Surat-surat, 
Undang-Undang tersebut dapat diterapkan tergantung siapa yang merasa 
dirugikan, bila ada seseorang yang misalnya dirugikan maka itu dapat 
dikenakan Pasal dalam Undang-Undang Pemalsuan Surat. 
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B. Faktor-faktor penyebab  terjadinya penyalahgunaan kejahatan 
pemalsuan ijazah dalam PNS (Pegawai Negeri Sipil) 
Dalam tindak kejahatan pemalsuan ijazah merupakan suatu kejahatan 
atau pelanggaran yang melanggar nilai-nilai hukum, secara kriminologis 
adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang bertentangan dengan 
Undang-undang dan segala aturan-aturan hukum, sementara penjahat 
adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau Undang-
undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi 
hukuman. 
Pelaku pemalsuan ijazah adalah orang yang tidak bertanggung jawab, 
yang melakukan pelanggaran  guna mendapatkan keuntungan pribadi 
secara mudah dengan melakukan tindakan mencoba memalsukan surat-
surat seperti ijazah palsu.  
Menurut seorang penyidik yang menangani salah satu kasus pemalsuan 
ijazah di Polrestabes Makassar,. Bahwa faktor utama terjadinya pemalsuan 
ijazah adalah faktor administrasi pendidikan dan kemalasan yang terdapat 
pada diri seseorang untuk meraih suatu gelar dengan cara yang mudah 
tanpa melalui proses/prosedur yang telah di tetapkan dalam memperoleh 
suatu ijazah. 
72 
 
Dari beberapa kasus tindak pidana pemalsuan ijazah  yang ada, banyak 
faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan pemalsuan 
ijazah khususnya di Kota Makassar adalah sebagai berikut ; 
 
1. Faktor Strata Sosial 
Dengan adanya strata sosial di lingkungan pelaku maka tindak 
kejahatan penggunaan ijazah palsu akan mendorong seseorang untuk 
melakukan pemalsuan ijazah tersebut untuk adanya pengakuan dari 
lingkungannya/masyarakat dengan gelar/status yang di sandangnya. 
2. Untuk memenuhi perekonomian dan jabatannya 
Dari hasil penelitian penggunaan ijazah palsu kebanyakan yang 
memakai ijazah palsu orang yang perekonomiannya menengah ke 
atas, dengan adanya tindak pemalsuan ini lebih meningkatkan 
perekonomianya dan mensejahterakan kehidupannya ke depan 
dengan maksud apabila ia memalsukan ijazah akan lebih cepat 
mempengaruhi kenaikan jabatannya dan akan mempengaruhi 
perekonomian. 
3. Pemahaman agama yang kurang 
Adapun dalam faktor religius  kurangnya suatu keimanan pada diri 
seseorang atau rendahnya moral yang ada sehingga dapat 
terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik yang dapat merusak moral 
pada diri sendiri dan tidak adanya kesadaran diri untuk belajar dan 
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meraih suatu prestasi dalam suatu pendidikan untuk mencapai 
hasil/gelar yang di inginkannya dengan kemampuan dirinya sendiri. 
 
4. Lemahnya Administrasi Pendidikan 
Dalam suatu administrasi pendidikan terdapat suatu sistem atau 
pencatatan yang lengkap mengenai data maupun informasi namun di 
dalam administrasi pendidikan saat ini tidaklah efisien dalam 
prosesnya. 
 Adapun latar belakang terjadinya tindak  pemalsuan ijazah tidak lepas 
dari adanya faktor-faktor yang mendorong si pelaku untuk melakukan suatu 
tindak kejahatan tersebut. Ada hubungan timbal balik antara faktor-faktor 
umum strata sosial, ekonomi dan  kebudayaan dengan jumlah kejahatan 
dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar, dimana 
kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung 
sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (obyek) yang sesuatunya itu 
tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya 
bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan ijazah tidak lepas dari 
faktor sosial budaya dalam masyarakat karena adanya orientasi masyarakat 
yang lebih menghargai atau memandang seseorang dari sisi gelar yang 
disandangnya dari pada kerjanya. Ijazah atau gelar di anggap sebagai “tiket” 
untuk meningkatkan status sosial, jabatan dan lain-lain. 
74 
 
Hal inilah yang menyebabkan semangat bagi pelaku pembuat ijazah 
palsu dalam melakukan jual-beli ijazah atau yang biasa di sebut gelar aspal ( 
asli tapi palsu ). Praktek pemalsuan ijazah atau gelar keserjanaan merupakan 
suatu bentuk penyerangan terhadap suatu kepercayaan masyarakat 
terhadap suatu otentitas, terlebih lagi hal tersebut merupakan suatu bentuk 
penyerangan martabat atau penghinaan terhadap dunia pendidikan. Jika hal 
ini di biarkan begitu saja dapat berakibat fatal bagi kualitas diri dan moralitas 
generasi penerus bangsa di masa mendatang yang dapat menyebabkan 
kehormatan dunia pendidikan bangsa ini akan tercoreng oleh buruknya 
moralitas penerus bangsa, dimana masyarakat menaruh kepercayaan yang 
besar atas kebenaran suatu surat/akta otentik, oleh sebab itu sudah 
seharusnya kebenaran dari suatu surat/akta harus dijamin otentisitasnya.  
C.  Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Pemalsuan Ijazah Dalam  
PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) 
Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini 
adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan 
akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya 
itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu 
kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status 
diri hal itu banyak dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat 
merugikan lingkungan dan diri sendiri. 
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Salah satu fenomena yang terjadi adalah masalah pendidikan, dilihat 
dari segi pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, 
mengembangkan akhlak mulia, serta membentuk watak menajdi penerus 
bangsa yang baik.  
Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan ijazah palsu dapat 
dilakukan dengan cara memberikan suatu penyuluhan terhadap masyarakat 
bagaimana dalam memperoleh suatu gelar atau ijazah dilakukan dengan 
cara yang sesuai dengan prosedur pendidikan yaitu dengan bersekolah mulai 
dari SD-Kuliah untuk memperoleh gelar sarjana, dengan kata lain ijazah/gelar  
yang di peroleh sesuai dengan peraturan hukum dan pendidikan tanpa 
adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum.  
Adapun bentuk-bentuk tindak pidana dalam pasal 68 Undang-Undang 
No.20 tahun 2003 adalah : 
Pasal 68 
1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat 
kompetensi, gelar akademik, profesi dan vokasi dari satuan pendidikan 
yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penajara 
paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.500,000,000,00 
(lima ratus juta rupiah) 
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2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar 
akademik, profesi dan vokasi dari satuan pendidikan yang tidak 
memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penajara paling lama 
lima tahun atau denda paling banyak Rp.500,000,000,00 (lima ratus 
juta rupiah) 
3)  Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai 
dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang 
bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana 
denda paling banyak Rp.200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) 
4) Setiap orang yang memperoleh dana atau menggunakan sebutan guru 
besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) atau ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda 
paling banyak Rp.500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah) 
Cara untuk mengetahui atau mendeteksi palsu atau tidaknya suatu 
surat palsu yaitu dapat dilihat dari stempel, tanda tangan, beserta kertas atau 
dokumen surat tersebut karena masing-masing stempel memiliki tekstur yang 
berbeda walaupun tulisan dan gambar sama. 
Adapun caranya yaitu : 
1. Harus mempunyau dokumen stempel asli 
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2. Gunakan Scaner, software corel draw atatupun photoshop untuk 
mengetahui stempel itu asli atau palsu 
3. Bandingkan antara stempel palsu dan asli. 
Keaslian atau kepalsuan stempel bukan terletak dari materialnya, tetapi 
dari legalitasnya. Dari segi material, tidak ada perbedaan sama sekali antara 
stempel asli dan palsu, kedua-duanya terbuat dari material yang persis sama. 
Walaupun kita dengan cermat dalam memperhatikan bentuk stempel, 
gambar stempel secara mata telanjang kita tidak akan bisa membedakan 
stempel tersebut karena dapat dikatakan nyaris sempurna itu adalah stempel 
palsu. 
Kita hanya bisa membedakan stempel itu asli dari legalitasnya, yaitu 
keterangan dari lembaga/organisasi/perusahaan yang mengeluarkan surat 
berstempel. Artinya meminjam istilah semantika dialektik dari dassolennya 
yait benar adanya bahwa stempel itu dububuhkan oleh lembaga tersebut. 
Karena secara kasat mata baik stempel asli maupun stempel palsu nyaris 
persis sama. 
Adapun cara penanggulangan pemalsuan ijazah tersebut adalah dalam 
menghadapi kasus-kasus pemalsuan ijazah, sangat diharapkan partisipasi 
masyarakat dan tindakan tegas para penegak hukum dalam melakukan 
penyidikan dan penyelesaian melalui jalur hukum hingga ke pengadilan. Jika 
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terjadi kasus yang melibatkan oknum pejabat tertentu, sehingga pengusutan 
dilakukan terkesan lambat dengan berbagai alasan, maka hal itu patut 
disesalkan dan perlu dilakukan desakan agar segera dilakukan pengusutan 
sampai tuntas. Tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat 
mencegah dan mengatasi berbagai kasus pemalsuan ijazah dan gelar 
Dalam Upaya-upaya pencegahannya, antara lain : 
1. Perlu adanya ketegasan pemerintah dalam pelaksanaan KUHP 
tentang tindak pemalsuan ijazah. Ketegasan pemerintah dapat 
diwujudkan dengan menanyakan peraturan melalui media massa, 
memberi sanksi hukuman bagi yang memberi jasa. 
2. Harus ada persamaan presepsi atau dengan kata lain pemahaman 
yang sama tentang hukum dikalangan penegak hukum (hakim, jaksa, 
polisi dan pihak-pihak lain yang terkait) dengan pihak-pihak tersebut, 
penyelesaian kasus-kasus mengenai pemalsuan bisa berjalan dengan 
baik dan cepat sekaligus mencegah kembalinya pemalsuan ijazah. 
3. Meningkatkan pengawasan pemberi jasa palsu melalui penyuluhan. 
4. Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan 
penyidikan pemalsuan ijazah serta penegasan pemberian sanksi atau 
hukuman. Kerjasama ini dilakukan antara kepolisian dan Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil 
79 
 
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun penegak hukum. 
Sosialisasi ini diperlukan utamanya untuk membangun pemahaman 
dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Seiring dengan itu untuk 
meningkatkan pemahaman dan memantapkan kemampuan aparat 
penegak hukum dalam menangani masalah pemalsuan ijazah. 
Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah dalam 
menginformasikan dan mensosialisaikan Undang-Undang No 20 tahun 
2003 tentang pemalsuan ijazah kepada masyarakat. Agar untuk 
mengetahui aturan-aturan hukum yang berlaku. 
Dengan demikian maka dari uraian dan pembahasan yang dipaparkan 
penulis diatas, dapatlah penulis memberikan pendapat bahwa terjadinya 
tindak pidana pemalsuan ijazah bukan hanya disebebkan oleh tindakan-
tindakan para pejabat, tetapi juga disebabkan oleh kelalaian pemerintah, dan 
ketimpangan sosial. Tindakan pemalsuan yang terjadi terhadap suatu ijazah 
adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang kepada pelakunya harus 
dikenakan sanksi yang selayaknya atau sewajarnya karena tindakan 
demikian melanggar hak asasi manusia. 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
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Berdasarkan uraian Penulis tersebut di atas, maka Penulis menarik 
kesimpulan bahwa : 
1. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah disebabkan 
oleh faktor strata sosial, Untuk memenuhi perekonomian dan jabatan, 
faktor religius, dan faktor lemahnya administrasi pendidikan itu sendiri. 
Selanjutnya pemalsuan ijazah yang terjadi di dunia pendidikan 
khususnya di Makassar, meliputi pemalsuan ijazah, tanda tangan, 
merek, akta otentik serta pemalsuan uang, dan akibat dari tindakan 
pemalsuan ijazah ini  membwa dampak negatif bagi masyarakat  serta 
merugikan orang lain baik diri sendiri , masyarakat  dan oknum-oknum 
yang terkait serta dalam dunia pendidikan. 
2. Bahwa masing kurang atau lemahnya perlindungan hukum terhadap 
tindak  pemalsuan ijazah, yang dikarenakan lemahnya pengawasan 
terhadap pelaksanaan dan penegakan perundang-undangan tentang 
pembuatan ijazah dan sistem administrasi pendidikan di lapangan.  
 
 
 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang dibuat diatas, maka ada beberapa saran 
yang dapat Penulis kemukakan, yaitu : 
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1. Agar  tidak terjadi tindak pidana pemalsuan ijazah di indonesia yang 
lebih luas  maka dibutuhkan kesadaran dari masyarakat bagaimana 
dalam memperoleh sesuatu seperti ijazah/gelar dengan cara yang 
sesuai dengan prosedur pendidikan. 
2. Hendaknya pengawasan terhadap para pejabatan umum terus 
ditingkatkan agar tidak ada lagi pihak yang tidak bertanggung jawab 
melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum 
3. Hendaknya pemerintah memberikan penyuluhan/sosialisasi Undang-
Undang No.20 tahun 2003 tentang pemalsuan ijazah kepada 
masyarakat dan melakukan pemberantasan tindak pidana yang 
berhubungan dengan pemalsuan ijazah. Serta mempertegas dan 
meperketat pengawasan terhadap pelaksanaan penegeakan hukum 
tersebut. 
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